BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat
diperoleh dalam penulisan ini adalah :

1. Pandemi corona sebagai penundaan pembayaran kredit, Penetapan
bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres
12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak
dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan
force majeure. Kajian analisis case by case secara mendalam dengan
memperhatikan klausula-klausula dalam suatu perjanjian menjadi tolak
ukur untuk menentukan keadaan force majeure, termasuk juga tetap
pembuktian unsur-unsur dari force majeur

2. Akibat pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya
dalam perjanjian kredit pada masa Covid-19. Penundaan kewajiban
terjadi ketika peristiwa force majeur sifatnya sementara. Bila keadaan
halangan telah pulih kembali. Perjanjian utang piutang baru ini
dibutuhkan untuk menyelamatkan si debitur dari tanggungan di kreditur
dan tentunya batas waktu atau tenggang waktunya agar tidak membuat
perjanjian baru lagi, diberikan kelonggaran dalam masa pemulihan akibat
pandemi Covid-19. Perjanjian akibat pandemi corona 19 dalam

perspektif keputusan presiden no. 12 tahun 2020 tentang penetapan
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bencana non alam, juga diatur mengenai konsekuensi dari adanya
peristiwa force majeur, misalnya apakah menunda perjanjian atau dapat

dijadikan sebagai syarat batal suatu perjanjian.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang

dapat diberikan, antara lain:

1. Pemerintah diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada
pihak Bank atau kreditur untuk kebijakan tersebut wajib dilaksanakan,
dan memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah
persyaratan kepada debitur apabila memang membutuhkan
kelonggaran pembayaran angsuran kredit..

2. Bagi Pemerintah, bahwa dampak Covid-19 sebagaimana telah
diketahui memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap
perekonomian di Indonesia, baik bagi pelaku usaha, karyawan swasta,
dan masyarakat lain yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh
sebab itu, perlindungan hukum bagi masyarakat sangat dibutuhkan
dalam berbagai bidang di sektor ekonomi, Pandemi covid 19
merupakan wabah penyakit yang terjadi didunia termasuk di
Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020
menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional.
Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek
kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi, dimana telah terjadi

penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan



pendapatan sehingga debitur mengalami kendala dalam pembayaran
kredit selain itu sebaiknya majelis hakim dalam keadilan sehingga
tidak merugikan para pihak dalam mengambil keputusan terutama
pada masa covid-19 dimana semua kebanyakan terdampak covid-19

sehingga susah untuk membayar angsuran.
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